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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomaor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan
dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-
Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-
huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem
tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam
transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan
transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
i Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
- Ba B Be
<O Ta T Te




Huruf

Arab Nama Huruf Latin Nama
. . ) es (dengan titik
- S ° di atas)
z Jim J Je
ha (dengan titik
c Ha b di bawah)
¢ Kha Kh ka dan ha
2 Dal d De
; 72l 5 Zet (denggn titik
di atas)
D) Ra r er
B Zai z zet
o Sin S es
B Syin sy es dan ye
- Sad s es (dengan titik di
bawah)
U Dad d de (dengan titik di

bawah)
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Huruf

Arab Nama Huruf Latin Nama
1 Ta ¢ te (de;svig r;[)itik di
1 Za . zet (dengan titik di
bawah)
. koma terbalik (di
€ an atas)
¢ Gain g ge
- Fa f ef
S Qaf q ki
< Kaf k ka
J Lam I el
a Mim m em
8] Nun n en
B) Wau w we
A Ha h ha

vil




Huruf .
uru Nama Huruf Latin Nama
Arab
3 Hamzah ‘ apostrof
< Ya y ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia,
terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal
rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa
tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tr;f Nama | Huruf Latin Nama
[] Fathah a a
(] Kasrah i i
[] Dammah u u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya

berupa gabungan huruf sebagai berikut:
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Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
& Fathah dan ya ai adanu
.- Fathah dan
K au adanu
wau
Contoh:
- X Kataba
- (= faala
- dis o suila
- QX kaifa
- J%»  haula
Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya
berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf
dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin
LG Fathah dan a a dan garis di atas
alif atau
ya
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S Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas

J{f} Dammah dan a u dan garis di atas
wau
Contoh:
- (s qala
- A)  ramd
- U8 qgila
- J$ yaqiilu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat
fathah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah
«

2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat
sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’
marbutah  diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan
kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah
itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :




- dmﬂ-” i35  raudah al-atfal/raudahtul
atfal

- i))—\fd\ :’\-UJAS\ al-madinah al-
munawwarah/al-madinatul munawwarah

- Al talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau
tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf
yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- U3 Nazala
- 5 ARBirru
Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, yaitu J), namun dalam
transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu
huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun
gamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
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mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh :

- Ja% ar-rajulu

- A gl-galamu

- L) asy-syamsu

- O& al-jalalu

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun
hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah
dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal
kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh :

. ME ta’khuzu

M”07y,

- = syai'un
- ¢l an-nau'u
- O inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun
huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang
penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau
harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh : )

- O )‘33\ SYEQEVE Pl u‘; Wa innallaha fahuwa
khair ar-razigin/ Wa
innalldha fahuwa

) khairurrazigin
- LS s Aﬂ‘am Bismillahi majreha wa

xil



mursaha

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital
tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut
digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa
yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan
permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya.

Contoh : p
Gl & ANAY dthamdu lillahi rabbi al-
“alamin/Alhamdu lillahi rabbil “alamin
- e;\é)l\ uAA)S\ Ar-rahmanir rahim/Ar-
rahman ar- rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya
berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap
demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan,
huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

S Y A Allaghu gafirun rahim
- W VA Litlahi al-amru
Jjami an/Lillahil-amru jami an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam
bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang
tak terpisahkan dengan Illmu Tajwid. Karena itu
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peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan
pedoman tajwid.
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Analisis Implementasi Sanksi Keterlambatan pada
Produk Cicil Emas pada Pegadaian Digital
Syariah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.
17 Tahun 2000

Dosen Pembimbing : Teti Hadiati, MHI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan sanksi
keterlambatan pembayaran pada produk Cicil Emas Pegadaian
Digital Syariah yang dilakukan melalui sistem digital. Dalam
praktiknya, denda keterlambatan dikenakan secara otomatis
ketika nasabah melewati batas waktu pembayaran. Kondisi
tersebut menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya
dengan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 yang mengatur
bahwa sanksi hanya dapat dikenakan kepada nasabah yang
mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, sedangkan
nasabah yang mengalami force majeure tidak dikenakan
sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme
pengenaan denda keterlambatan pada produk Cicil Emas
Pegadaian Digital Syariah dan menganalisis kesesuaiannya
dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan normatif-empiris dan sifat penelitian deskriptif-
analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan layanan
pelanggan Pegadaian Digital Syariah, studi dokumentasi, serta
studi kepustakaan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun
2000, buku, jurnal, dan literatur terkait. Data dianalisis dengan
membandingkan ketentuan normatif mengenai sanksi
keterlambatan dengan praktik penerapannya pada produk Cicil
Emas Pegadaian Digital Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi
keterlambatan pada produk Cicil Emas diterapkan secara
otomatis melalui sistem aplikasi ketika nasabah melewati
batas waktu pembayaran. Nasabah yang mengalami force
majeure atau kendala pembayaran dapat menghubungi layanan
pelanggan untuk memperoleh penyelesaian atau penyesuaian
kebijakan. Namun, mekanisme pengenaan denda secara
otomatis belum sepenuhnya melakukan identifikasi terhadap
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kemampuan nasabah sebelum sanksi diterapkan. Berdasarkan
Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000, penerapan sanksi pada
dasarnya telah menggunakan konsep fa zir sebagai bentuk
pendisiplinan nasabah, tetapi implementasinya belum
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa karena belum
terdapat mekanisme yang secara otomatis membedakan
nasabah yang mampu dan sengaja menunda pembayaran
dengan nasabah yang mengalami force majeure. Oleh karena
itu, penerapan sanksi keterlambatan perlu disesuaikan dengan
prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketentuan Fatwa DSN-
MUI No. 17 Tahun 2000.

Kata kunci: Sanksi Keterlambatan, Cicil Emas, Pegadaian
Digital Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000, 7a ‘zir.

xviii



ABSTRACT

This research is motivated by the implementation of
late payment sanctions on the Gold Installment product of
Pegadaian Digital Syariah, which are imposed through a
digital system. In practice, late payment penalties are
automatically imposed when customers exceed the payment
due date. This condition raises questions regarding its
conformity with DSN-MUI Fatwa No. 17 of 2000, which
stipulates that sanctions may only be imposed on customers
who are financially capable but deliberately delay payment,
while customers experiencing force majeure should not be
subject to sanctions. This research aims to determine the
mechanism for imposing late payment penalties on the Gold
Installment product of Pegadaian Digital Syariah and to
analyze its conformity with the provisions of DSN-MUI Fatwa
No. 17 of 2000.

This research employs a qualitative method with a
normative-empirical approach and uses a descriptive-
analytical research design. The data were obtained through
interviews with Pegadaian Digital Syariah Customer Service,
documentation studies, and literature reviews of DSN-MUI
Fatwa No. 17 of 2000, books, journals, and other relevant
literature. The data were analyzed by comparing the normative
provisions regarding late payment sanctions with their
implementation in the Gold Installment product of Pegadaian
Digital Syariah.

The results of the research indicate that late payment
sanctions on the Gold Installment product are automatically
imposed through the application system when customers
exceed the payment due date. Customers experiencing force
majeure or payment difficulties may contact Customer Service
to seek solutions or adjustments to the applicable policy.
However, the automatic penalty mechanism does not yet fully
identify the customer's ability to pay before the sanction is
imposed. Based on DSN-MUI Fatwa No. 17 of 2000, the
implementation of sanctions basically applies the concept of
ta ‘zir as a means of encouraging customer payment discipline.
Nevertheless, its implementation is not yet fully consistent
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with the provisions of the fatwa because there is no mechanism
that automatically distinguishes customers who are financially
capable and deliberately delay payment from those
experiencing force majeure. Therefore, the implementation of
late payment sanctions needs to be adjusted to the principles
of justice, public benefit, and the provisions of DSN-MUI
Fatwa No. 17 of 2000.

Keywords: Late Payment Sanctions, Gold Installment,
Pegadaian Digital Syariah, DSN-MUI Fatwa No. 17 of 2000,
Ta ‘zir.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi digital dan partisipasi
keuangan mendorong perubahan layanan keuangan
tradisional serta syariah ke dalam platform digital. Di
Indonesia, investasi dan pembiayaan yang berbasis emas
semakin banyak, salah satunya adalah Pegadaian
Syariah digital yang menawarkan produk cicilan emas
melalui platform digital untuk mempermudah akses
masyarakat terhadap kepemilikan emas secara bertahap.
Produk ini dianggap menarik karena mengkombinasikan
karakteristik emas sebagai aset berharga yang stabil
dengan kemudahan transaksi digital yang cepat dan
dapat diakses oleh masyarakat milenial'

Dengan berkembangnya volume transaksi dan
perluasan layanan, fenomena keterlambatan pembayaran
cicilan menjadi masalah operasional yang signifikan.
Keterlambatan pembayaran dapat disebabkan oleh
berbagai faktor seperti tekanan ekonomi keluarga,
kendala administratif, hingga kebiasaan menunda
pembayaran meskipun nasabah memiliki kemampuan
finansial. Untuk menjaga disiplin pembayaran dan
keberlanjutan ~ pembiayaan, lembaga keuangan
umumnya menerapkan mekanisme sanksi atau denda
atas keterlambatan pembayaran. Dalam konteks
lembaga keuangan syariah, mekanisme denda
keterlambatan memiliki karakteristik khusus karena
harus mematuhi prinsip figh muamalah dan menghindari

! Trma Niawati, “Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah
Sebagai Alternatif Investasi Halal” 10, no. 02 (2025): 291-304,
https://doi.org/10.37366/jespb.v10i02.2454.
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unsur riba, serta tidak boleh diterapkan secara
sewenang-wenang?. Ketentuan tersebut secara normatif
diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000
tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda
Pembayaran, yang menegaskan bahwa sanksi hanya
dapat dikenakan kepada nasabah yang mampu namun
dengan sengaja menunda pembayaran, serta dana denda
tidak boleh menjadi keuntungan lembaga melainkan
dialokasikan untuk kepentingan sosia®. Sejumlah studi
empiris di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun
fatwa ini

menjadi acuan normatif, penerapan denda dalam
praktik masih memerlukan pedoman teknis yang jelas
agar sesuai dengan prinsip ta’zir dan figh muamalah.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh

peneliti dari pihak Pegadaian, diketahui bahwa
keterlambatan pembayaran cicilan yang terjadi satu hari
setelah jatuh tempo (H+1) telah dikenakan denda sesuai
ketentuan yang berlaku. Praktik ini menunjukkan bahwa
penerapan sanksi keterlambatan telah berjalan secara
operasional di lapangan. Fakta tersebut menegaskan
bahwa mekanisme pengenaan denda bukan hanya
bersifat normatif, tetapi telah diimplementasikan secara
nyata dalam layanan Pegadaian Digital Syariah,
khususnya pada produk cicil emas.

2 MM. Irfan Harmoko, SE.I, “ANALISIS PENERAPAN DENDA
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN DALAM AKAD
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH
(BERDASARKAN FATWA NO. 17/DSN-MUI/IX/2000)” 8, no. 5
(2019): 46.

3 DSN-MUI, “FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO:
17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang
Menunda-Nunda Pembayaran,” Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000.



Namun demikian, keberadaan praktik tersebut
menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai
kesesuaiannya dengan ketentuan syariah, khususnya
Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 secara tegas
membedakan antara nasabah yang tidak mampu karena
kondisi tertentu (force majeure) dengan nasabah yang
mampu namun sengaja menunda pembayaran. Oleh
karena itu, penerapan denda keterlambatan secara
otomatis sejak H+1 memerlukan kajian lebih lanjut,
khususnya terkait mekanisme identifikasi kemampuan
nasabah dalam praktik layanan digital. Kondisi ini
membuka ruang kajian akademik untuk menilai sejauh
mana penerapan denda keterlambatan cicil emas di
Pegadaian Digital Syariah telah sesuai dengan prinsip-
prinsip yang ditetapkan dalam fatwa tersebut.

Walaupun dasar fatwa telah tegas, studi dan
analisis empiris terbaru mengungkapkan adanya
perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan sanksi/denda
pada lembaga keuangan syariah di lapangan. Berbagai
penelitian  empiris dalam lima tahun terakhir
menunjukkan bahwa penerapan mekanisme penalti
seringkali menghadapi masalah: (1) ambiguitas dalam
pemisahan dana penalti dari pendapatan operasional, (2)
kurangnya transparansi dalam penyaluran dana.* sanksi
untuk tujuan sosial, dan (3) perbedaan praktik antara
lembaga syariah yang mengakibatkan
ketidakkonsistenan dalam penerapan fatwa. Studi kasus
di Pegadaian digital syariah dan bank syariah

4 Rizal Fahlefi Alimin, “Pelaksanaan Denda Atas Nasabah
Mampu Penunda Pembayaran Utang Di Lembaga Keuangan Syariah,”
Tsagafah Jurnal Peradaban Islam 16, no. 137 (n.d.): 60-61,
https://doi.org/10.21111/tsagafah.v16i1.4006.



menunjukkan bahwa meskipun fatwa dijadikan acuan,
pelaksanaan mekanisme distribusi denda tetap beragam,
sehingga memunculkan kebutuhan akan pengawasan
dan analisis kepatuhan syariah yang lebih ketat,
sistematis, dan mendalam.

Pada Pegadaian Digital Syariah, sebagai lembaga
milik negara yang memiliki jaringan luas dan layanan
digital yang berkembang pesat, penerapan kebijakan
denda bagi keterlambatan pada produk cicilan emas
menjadi masalah penting baik dari sudut pandang
kepatuhan syariah maupun aspek perlindungan
konsumen dan reputasi lembaga.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting
karena berkaitan langsung dengan penerapan
mekanisme denda keterlambatan dalam produk cicil
emas di Pegadaian Digital Syariah serta kesesuaiannya
dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000.
Dalam praktik operasional, terdapat kebutuhan untuk
mengkaji lebih lanjut kriteria pengenaan denda
keterlambatan, khususnya terkait penerapan denda pada
keterlambatan H+1. Meskipun Fatwa DSN-MUI No.17
Tahun 2000 telah memberikan ketentuan normatif
mengenai sanksi bagi nasabah mampu yang menunda
pembayaran serta kewajiban pemisahan dana denda dari
pendapatan lembaga, sejumlah penelitian menunjukkan
bahwa implementasi ketentuan tersebut di tingkat
operasional masih berpotensi menunjukkan variasi antar
lembaga. Kondisi ini menjadikan analisis terhadap
praktik pengenaan dan pengelolaan denda keterlambatan
pada produk cicil emas di Pegadaian Digital Syariah
penting untuk dilakukan, guna menilai kesesuaiannya
dengan ketentuan fatwa yang berlaku.



Mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI
No.17 Tahun 2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu
yang menunda pembayaran, kajian terhadap penerapan
denda keterlambatan dalam produk cicil emas menjadi
relevan untuk dilakukan. Sejumlah penelitian di
Indonesia menunjukkan bahwa meskipun fatwa tersebut
telah memberikan pedoman normatif mengenai kriteria
pengenaan denda serta kewajiban pemisahan dana denda
dari pendapatan lembaga, implementasinya pada tingkat
operasional lembaga keuangan syariah  masih
menunjukkan variasi praktik.> Oleh Kkarena itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan
besaran denda keterlambatan yang diterapkan pada
produk cicil emas di Pegadaian Digital Syariah,
menganalisis mekanisme pemisahan dan penyaluran
dana denda, serta menilai kesesuaian praktik tersebut
dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000
dan prinsip figh muamalah. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan gambaran objektif
mengenai tingkat kepatuhan operasional sekaligus
menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan agar
penerapan denda keterlambatan berjalan sesuai dengan
prinsip syariah.

Dengan penekanan tersebut, penelitian ini
diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah dan
praktis: membantu pengawas dan manajemen lembaga
syariah dalam memperbaiki pengaturan sanksi,
memberikan rekomendasi untuk audit syariah baik

5 Yulia Febriyati, “STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA
DSN-MUI TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PADA CREDIT
CARD SYARI’AH,” Al-Thda’: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran 14, no.
2 (2019): 400, https://doi.org/10.55558/alihda.v14i2.30.



B.

internal maupun eksternal, serta memperkaya literatur
empiris mengenai penerapan fatwa dalam implementasi
produk keuangan digital terutama yang berbasis aset
nyata seperti cicilan emas.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengenaan denda
keterlambatan pada produk cicil emas pada aplikasi
Pegadaian Digital Syariah?

2. Bagaimana kesesuaian pengenaan denda
keterlambatan tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI
No.17 Tahun 2000 terkait akad pembiayaan emas di
Pegadaian Digital Syariah?

Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme
pengenaan denda keterlambatan pada produk cicil
emas di Pegadaian Digital Syariah.

2. Untuk menilai kesesuaian pengenaan denda

keterlambatan pada produk cicil emas di Pegadaian
Digital Syariah dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
DSN-MUI.
Manfaat Penelitian
Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang
signifikan dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi
syariah, khususnya terkait implementasi fatwa DSN-MUI
dalam layanan keuangan berbasis digital. Kajian
mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000
tentang denda keterlambatan masih relatif terbatas,
terutama pada produk digital seperti cicilan emas di
Pegadaian Digital Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini
diharapkan mampu memperkaya khazanah figh
muamalah kontemporer, khususnya dalam pembahasan
sanksi ta’widh dan gharamah pada akad pembiayaan
syariah di era digital.



Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk
penerapan sanksi, tetapi juga menganalisis bagaimana
kepatuhan terhadap fatwa dapat dijaga dalam sistem
layanan digital, termasuk melalui mekanisme operasional,
standar prosedur, dan pengawasan internal. Hal ini
menjadi penting karena dalam praktiknya masih terdapat
perbedaan pemahaman terhadap fatwa yang berdampak
pada pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks digital,
potensi ketidaksesuaian tersebut dapat diminimalkan
melalui desain sistem yang patuh syariah sejak awal.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi sebagai
referensi empiris mengenai kepatuhan syariah pada
layanan keuangan digital, yang selama ini lebih banyak
difokuskan pada bank syariah dan BPRS. Kajian terhadap
Pegadaian Digital Syariah sebagai lembaga milik negara
yang mengelola produk cicil emas secara digital
diharapkan dapat memberikan gambaran model
implementasi fatwa yang akuntabel dan berkelanjutan.
Dengan demikian, penelitian ini juga menawarkan
sumbangan metodologis berupa kerangka analisis
kepatuhan fatwa dalam praktik industri digital, yang dapat
digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk menilai
kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di
lapangan, serta menjadi rujukan bagi akademisi dan
praktisi dalam memastikan penerapan hukum Islam tetap
terjaga di sektor keuangan digital.

E. Kerangka Teoritik
1. Teori Akad
Teori akad merupakan landasan yang
digunakan untuk memahami hubungan hukum antara



para pihak dalam transaksi ekonomi syariah, mulai
dari terbentuknya kesepakatan, hak dan kewajiban
para pihak, pelaksanaan akad, sampai berakhirnya
akad. Dalam ekonomi syariah, akad menjadi salah
satu dasar utama karena setiap produk dan kegiatan
ekonomi syariah dibangun berdasarkan akad beserta
ketentuan fikih yang mengaturnya. °

Dalam penelitian ini, teori akad digunakan
untuk menganalisis hubungan antara Pegadaian
Digital Syariah dan nasabah dalam produk Cicil
Emas, khususnya mengenai kewajiban pembayaran
angsuran dan ketentuan ketika terjadi keterlambatan
pembayaran. Teori ini kemudian menjadi dasar untuk
melihat penerapan sanksi keterlambatan sebelum
dianalisis lebih lanjut berdasarkan Fatwa DSN-MUI
No. 17 Tahun 2000.

2. Teori Wanprestasi

Teor1 wanprestasi digunakan untuk
menjelaskan keadaan ketika salah satu pihak dalam
suatu akad tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
yang telah disepakati. Dalam konteks akad syariah,
wanprestasi berkaitan dengan tidak dilaksanakannya
prestasi atau kewajiban yang telah diperjanjikan oleh
salah satu pihak.”

Dalam penelitian ini, teori wanprestasi
digunakan untuk melihat keterlambatan pembayaran
angsuran oleh nasabah Cicil Emas. Namun,

¢ Oni Sahroni; M. Hasanuddin, FIKIH MUAMALAH Dinamika
Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah (Jakarta:
Rajawali Pers, 2016).5

" Niru Anita Sinaga and Nurlely Darwis, “WANPRESTASI DAN
AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN” 7, no. 2 (n.d.),
https://doi.org/10.35968/jmm.v7i2.534.44



keterlambatan tidak serta-merta dapat disamakan
dengan nasabah yang sengaja menunda pembayaran.
Hal tersebut penting karena Fatwa DSN-MUI No. 17
Tahun 2000 membedakan nasabah yang mampu
tetapi sengaja menunda pembayaran dengan nasabah
yang mengalami keadaan di luar kemampuannya.
F. Penelitian Yang Releven
Ditinjau dari judul skripsi yang penulis teliti, untuk
menghindari kesamaan yang akan penulis kerjakan
berikut akan dipaparkan beberapa karya ilmiah yang
relevan dengan judul skripsi yaitu:

Peneliti dan Pokok Perbedaan | Persamaan
Judul Pembahasan
Imam membahas Penelitian Sama-
Rasyidin bagaimana Imam sama
"Implementasi | denda yang | Rasyidin membahas
Denda dalam | diterapkan berfokus denda
Akad oleh pada dalam
Pembiayaan organisasi penerapan pembiayaa
pada Syariah harus | denda dalam | n  syariah
Perbankan mengikuti akad dan
Syariah prinsip pembiayaan | penerapan
terhadap keadilan dan | pada nya
Prinsip kemanfaatan | perbankan berdasarka
Keadilan dan | untuk kedua | syariah serta | n  prinsip
Kemanfaatan" | pihak  agar | kaitannya atau
8 tidak berubah | dengan ketentuan
menjadi riba. | prinsip syariah.

8 Imam Rosyidin, “Implementasi Denda Dalam Akad Pembiayaan
Pada Perbankan Syariah Terhadap Prinsip Keadilan Dan Kemanfaatan
(Studi Comparative Law Dengan Penerapan Bunga Di Bank
Konvensional)” (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG 2021, 2021).
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® Miftah Rosiana Dewi, Agus Fakhrina, and Mariatul Qiptiyah,
“Efektivitas Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Nasabah
Pembiayaan Bermasalah Pada Produk BSI OTO,” El Hishah Journal of
Islamic Economic Law 4, no. 2 (2024): 141-54,
https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i2.9231.
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3. | Fadli ” | Studi ini | Perbedaan Persamaan
Implementasi | menganalisis | penelitian penelitian
Denda mengenai terletak pada | tersebut
Murabahah cara objek dan | dengan
Berdasarkan penerapan sistem yang | penelitian
Fatwa Dewan | denda dalam | diteliti. ini terletak
Syariah pembiayaan | Penelitian pada
Nasional murabahah di | terdahulu penggunaa
DSN/MUI PT. Bank | berfokus n Fatwa
(Studi di PT. | Muamalat pada DSN-MUI
Bank Indonesia perbankan No. 17
Muamalat Cabang dengan akad | Tahun
Indonesia Padangsidim | murabahah | 2000
Kantor puan  yang | dan sebagai
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Padangsidimp | dengan manual, dalam
uan” 10 ketentuan sedangkan | menganali

Fatwa DSN- | penelitian Sis

MUIL. ini berfokus | penerapan
pada produk | sanksi atas
Cicil Emas | keterlamba
pada tan
Pegadaian pembayara

10 Fadli, “Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan
Syariah Nasional DSN/MUI (Studi Di PT. Bank Muamalat Indonesia
Cabang Padangsidimpuan),” JURIS (Jurnal limiah Syariah) 16, no. 2
(2022), https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.974.
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Angsuran™*! atau  tidak | digital
memiliki niat | Pegadaian
baik. Syariah
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aspek
operasional
layanan
digital.

5. | Rismayanti mengulas Perbedaann | Kesamaan
"Implementasi | implementasi | ya terletak | dengan
Fatwa DSN- | Fatwa DSN- | pada objek | penelitian
MUI No. 17 | MUI No. 17 | penelitian ini adalah
Tahun 2000 | Tahun 2000 | dan produk | keduanya
mengenai mengenai yang menganali
Sanksi  bagi | sanksi untuk | dianalisis, sis

11 Rokhmat Subagyo Fatkhur Rohman Albanjari, “Penerapan
Sanksi Denda Pada Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil Di Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung Atas Keterlambatan Dalam
Pembayaran Angsuran,” JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan) 4,
no. 46 (2019): 221-30, https://doi.org/10.32503/jmk.v4i3.595.
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mendisiplink | proposal n praktik
an nasabah, di | skripsi  ini | lapangan
mana  dana | berfokus dengan
denda pada produk | prinsip
tersebut investasi syariah.
dikelola cicil emas
dalam lewat
rekening dana | platform
Kebajikan. digital
Pegadaian
Syariah.
Selain itu,
studi
penelitian
ini lebih

12 Rismayanti, “Realisasi Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000
Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran
(Studi Di Bank BTN Syariah KCPS Parepare)” (INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI PAREPARE, 2021).
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fokus pada
aspek
operasional
dalam
ekosistem
layanan
keuangan
yang
didasarkan
pada
aplikasi
digital.

6. | Umi Rizgotul | Penelitian ini | Perbedaan Persamaan
Fadila™ Sanksi | membahas penelitian penelitian
atas Nasabah | aspek hukum | terletak pada | ini terletak
Mampu yang | normatif objek  dan | pada
Menunda- Fatwa DSN- | ruang penggunaa
nunda MUI No. 17 | lingkup n Fatwa
Pembayaran Tahun 2000, | kajian. DSN-MUI
(Studi khususnya Penelitian No. 17
terhadap mengenai Lolita Tahun
Fatwa DSN- | dasar hukum | Sukmawati | 2000
MUI No: | sanksi, membahas sebagai
17/DSN- batasan Fatwa DSN- | dasar
MUI/1X/2000) | sanksi ~ dan | MUl dalam | analisis
"3 riba,  serta | perspektif terhadap

kriteria hukum penerapan
nasabah secara denda.

mampu yang | umum, Keduanya
sengaja sedangkan sama-sama
menunda penelitian mengkaji

13 UMI RIZQOTUL FADILA, “Sanksi Atas Nasabah Mampu
Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Study Terhadap Fatwa DSN-MUI
No. 17/DSN-MUI/IX/2000)” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PURWOKERTO, 2018).
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pembayaran, | ini berfokus | penerapan
guna pada sanksi
mencegah penerapan keterlamba
eksploitasi denda tan dengan
dalam produk Cicil | tujuan
penerapan Emas memberik
denda  oleh | melalui an
lembaga platform kepastian
keuangan digital hukum dan
syariah. Pegadaian perlindung
Digital an  bagi
Syariah. lembaga
keuangan
maupun
nasabah.
Yoyok Suyoto | Membahas Perbedaan Kesamaan
Acrief dan | penerapan penelitian antara
Mohamad denda terletak pada | penelitian
Andi Syamsul | keterlambata | pendekatan | tersebut
Maula n pembayaran | dan  fokus | dengan
“Implementasi | angsuran kajian. proposal
Pembayaran pembiayaan | Penelitian skripsi ini
Denda murabahah terdahulu terletak
Angsuran pada bersifat pada fokus
Keterlambatan | perbankan normatif dan | kajian
Pembiayaan syariah umum, mengenai
Murabahah di | berdasarkan | sedangkan penerapan
Perbankan Fatwa DSN- | penelitian denda
Syariah MUI No. | ini berfokus | keterlamba
(Ditinjau dari | 17/DSN- pada praktik | tan dalam
Fatwa No. | MUI/IX/2000 | di lapangan, | pembiayaa
17/DSN- Penelitian | khususnya n
ini mengkaji | mekanisme | murabahah
denda sebagai | penetapan berdasarka
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MUI/1X/2000) | bentuk fa’zir, | dan besaran | n  Fatwa
»14 membedakan | denda pada | DSN-MUI
nasabah yang | lembaga No.
mampu tetapi | keuangan 17/2000
sengaja syariah dari sudut
menunda tertentu. pandang
pembayaran hukum
dengan ekonomi
nasabah yang syariah.
mengalami
ketidakmamp
uan
membayar,
serta
menegaskan
bahwa dana
denda tidak
boleh
menjadi
keuntungan
lembaga,
melainkan
diperuntukka
n sebagai
dana sosial.

8. | Nurhana Menganalisis | Perbedaan Kesamaan
Safira  Putri | penerapan penelitian antara
Wahyudi dan | denda terletak pada | studi  ini
Nanang keterlambata | objek  dan | dan
Sobarna n dalam akad | lembaga penelitian

36, https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7846.

14 Arief Yoyok Suyoto and Mohamad Andi Syamsul Maula,
“Implementasi Pembayaran Denda Angsuran Keterlambatan Pembiayaan
Murabahah Di Perbankan Syariah (Ditinjau Dari Fatwa No. 17/DSN-
MUI/1X/2000),” JIEI: Jurnal llimah Ekonomi Islam 9, no. 1 (2023): 1227—
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“Mekanisme
Penerapan
Denda
Keterlambatan
Pembayaran
Dalam Akad
Murabahah
Pada Koperasi
Simpan
Pinjam  Dan
Pembiayaan
Syariah Baitul
Maal Wa
Tamwil Nusa
Ummat
Sejahtera
Cabang
Tanjungsari”™*®

murabahah
pada KSPPS
BMT NU
Sejahtera
Cabang
Tanjungsari
melalui
pendekatan
kualitatif
deskriptif dan
wawancara.
Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa denda
hanya
diberikan
kepada
nasabah yang
mampu tetapi
sengaja
menunda
pembayaran,
sedangkan
nasabah yang
mengalami
force majeure
tidak

yang diteliti.
Penelitian
Nurhana
Safira Putri
Wahyudi
dan Nanang
Sobarna
berfokus
pada akad
murabahah
di koperasi
syariah
(BMT),
sedangkan
penelitian
ini mengkaji
produk Cicil
Emas pada
platform
Pegadaian
Digital
Syariah.
Penelitian
ini juga
menitikberat
kan pada
penerapan
denda dalam

tersebut
terdapat
pada
pemanfaat
an Fatwa
DSN-MUI
No. 17
Tahun
2000
sebagai
dasar
utama
untuk
menilai
kesesuaian
mekanism
e denda
keterlamba
tan dengan
prinsip-
prinsip
syariah.
Selain itu,
kedua
penelitian
ini juga
meneliti
apakah

15 Nurhana Safira Putri Wahyudi; Nanang Sobarna, “Mekanisme
Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Akad Murabahah
Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa
Tamwil Nusa Ummat Sejahtera Cabang Tanjungsar,” Eco-Iqgtishodi:
Jurnal llmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah 5, no. 1 (2020): 92,
https://doi.org/0.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3715.
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dikenakan sistem dana denda
denda. Dana | layanan digunakan
denda yang | digital serta | untuk
terkumpul pengelolaan | kepentinga
disalurkan danadenda. | n  sosial
untuk atau malah
kegiatan menjadi
sosial melalui keuntunga
Dinas Sosial n bagi
di  wilayah lembaga.
Jawa Tengah

dan Jawa

Timur,

sehingga

penerapannya

dinilai sesuai

dengan Fatwa

DSN-MUI

No. 17 Tahun

2000.

G. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris
(yuridis empiris) atau penelitian lapangan (field
research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian
hukum empiris mengkaji hukum sebagai perilaku
nyata yang hidup dalam praktik, yaitu bagaimana
ketentuan hukum diterapkan oleh lembaga dan
dialami oleh masyarakat. Dalam penelitian ini,
praktik yang dikaji adalah pengenaan denda
keterlambatan pada produk Cicil Emas di Pegadaian
Digital Syariah.

Pendekatan kualitatif dipilih karena data yang
dibutuhkan berupa keterangan, pengalaman, dan
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pemahaman para informan, bukan data angka yang

diuji secara statistik.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan:

a. Pendekatan fatwa, yaitu menjadikan Fatwa DSN-
MUI No. 17 Tahun 2000 tentang sanksi atas
nasabah mampu yang menunda pembayaran
sebagai tolok ukur untuk menilai praktik
pengenaan denda keterlambatan.

b. Pendekatan empiris (sosiologis), yaitu mengamati
dan menggali penerapan denda keterlambatan
secara langsung di lapangan melalui wawancara
dengan pihak Pegadaian Digital Syariah dan
nasabah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada

isi fatwa, tetapi membandingkannya dengan praktik

yang sebenarnya terjadi.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Bersifat

deskriptif karena menggambarkan mekanisme

pengenaan denda keterlambatan cicil emas pada

Pegadaian Digital Syariah, sedangkan bersifat analitis

karena menganalisis kesesuaian praktik tersebut

dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun

2000 serta prinsip-prinsip figh muamalah.

Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi:

a) Data primer, diperoleh langsung dari lapangan,
yaitu melalui:
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4.

b)

e Informasi dan keterangan dari pihak
Pegadaian Syariah (pegawai atau petugas
terkait produk cicil emas).

e Dokumen internal  atau  ketentuan
operasional yang menjelaskan mekanisme
denda keterlambatan pada produk cicil
emas.

Data sekunder, berupa bahan hukum dan literatur
yang berkaitan dengan penelitian, meliputi:

e Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.

e Buku figh muamalah.

e Jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian
terdahulu.

e Peraturan  perundang-undangan  yang
berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah:

a)

b)

Wawancara dilakukan secara terbatas kepada
pihak Pegadaian Syariah untuk memperoleh
penjelasan mengenai praktik pengenaan denda
keterlambatan, termasuk mekanisme penetapan
denda dan pengelolaan dana denda.

Studi Kepustakaan (Library Research)
Dilakukan dengan menelaah fatwa, buku, jurnal
ilmiah, dan peraturan yang berkaitan dengan
denda keterlambatan dalam pembiayaan syariah.
Dokumentasi

Dokumentasi  merupakan  metode  yang
menggunakan dokumendokumen seperti tulisan,
file-file, artikel, maupun audio visual sebagai
pengumpulan data. Metode ini dipergunakan
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untuk menggabungkan data-data yang sifatnya
sifatnya documenter, vyaitu dengan cara
mempelajari, mengindentifikasi, dan menelaah
sumber data yang didapatkan serta sesuai dengan
permasalahan. Penelitian ini juga menjadi acuan
untuk mengumpulkan informasi dari para
informan sebagai bukti bahwa penelitian ini
benar dilakukan.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan metode analisis
kualitatif normatif-empiris, yaitu dengan cara:

a) Menginventarisasi ketentuan Fatwa DSN-MUI
No. 17 Tahun 2000 dan konsep figh muamalah
terkait denda.

b) Menguraikan  praktik ~ pengenaan  denda
keterlambatan pada produk cicil emas di
Pegadaian Digital Syariah.

c) Membandingkan antara ketentuan normatif
dengan praktik di lapangan.

d) Menarik kesimpulan mengenai tingkat kesesuaian
praktik pengenaan denda dengan prinsip syariah

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis agar
pembahasan penelitian dapat dipahami dengan jelas dan
menyeluruh. Adapun metode penulisan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan : Bagian ini memberikan
pengantar mengenai penelitian yang akan dilaksanakan.
Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang isu
yang menjelaskan alasan dan pentingnya penelitian,
rumusan masalah yang merupakan inti dari penelitian,
tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian
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dari perspektif teoritis dan praktis, serta sistematika
penulisan yang memberikan gambaran keseluruhan alur
pembahasan dalam proposal skripsi ini.

BAB II Landasan Teori : Bab ini menjelaskan teori
dasar dan konsep yang berkaitan dengan penelitian.
Pembahasan meliputi konsep denda dalam perspektif figh
muamalah, seperti ta’widh dan gharamah, ketentuan
Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 tentang sanksi
keterlambatan pembayaran, prinsip kepatuhan syariah di
institusi keuangan syariah, serta penelitian terdahulu yang
relevan dengan topik ini. Di akhir bab ini disediakan
kerangka teori yang dijadikan dasar analisis penelitian.

BAB III Hasil Penelitian : Bab ini menjelaskan
metode yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan
mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sifat
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta
teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab
rumusan masalah penelitian.

BAB IV Pembahasan : Bab ini adalah bagian
utama dari penelitian yang membahas hasil penemuan di
lapangan. Di bab ini diuraikan cara penerapan denda atas
keterlambatan cicilan emas di Pegadaian Digital Syariah,
lalu dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa
DSN-MUI No.17 Tahun 2000 serta kaidah-kaidah figh
muamalah. Analisis dilakukan untuk menjawab
pertanyaan yang diajukan dalam penelitian

BAB V Penutup : Bab ini memuat kesimpulan
yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan
sebagai respons terhadap rumusan masalah. Selain itu, bab
ini juga berisi rekomendasi yang diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi Pegadaian Digital Syariah,
pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, serta
penelitian di masa mendatang.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Skripsi ini  meneliti penerapan denda
keterlambatan pada produk Cicil Emas Pegadaian Digital
Syariah dan menilainya berdasarkan Fatwa DSN-MUI
No. 17 Tahun 2000. Penelitian menjawab dua rumusan
masalah, yaitu bagaimana mekanisme denda diterapkan
dan apakah penerapannya sesuai dengan fatwa. Mengenai
mekanismenya, denda dikenakan secara otomatis oleh
sistem aplikasi begitu nasabah melewati batas waktu
pembayaran, bahkan keterlambatan satu hari (H+1) sudah
dikenai denda. Menurut keterangan Customer Service,
besarannya berkisar 1% dari angsuran yang belum dibayar
per hari, dengan tujuan memperkuat disiplin pembayaran
nasabah. Nasabah yang mengalami kesulitan atau force
majeure dapat melapor ke layanan pelanggan untuk
memperoleh penyelesaian atau penyesuaian kebijakan
denda.

Mengenai  kesesuaiannya dengan fatwa,
penelitian menyimpulkan bahwa penerapan denda belum
sepenuhnya sesuai. Di satu sisi, praktik tersebut sudah
menerapkan konsep sanksi (fa zir) untuk mendisiplinkan
nasabah, kemampuan finansial nasabah sudah dianalisis
pada tahap awal pengajuan pembiayaan, dan nasabah
force majeure masih diberi ruang untuk melapor. Di sisi
lain, fatwa mensyaratkan bahwa sanksi hanya boleh
dikenakan kepada nasabah yang mampu dan sengaja
menunda pembayaran, sedangkan nasabah yang
mengalami force majeure tidak boleh dikenai sanksi.
Sistem otomatis hanya membaca fakta yang terukur, yaitu
tanggal jatuh tempo dan tanggal pembayaran, sehingga

113
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tidak dapat membedakan nasabah yang sengaja menunda
dari nasabah yang benar-benar kesulitan. Penilaian
kemampuan juga hanya dilakukan di awal pembiayaan,
bukan pada saat keterlambatan terjadi, sehingga beban
pembuktian bergeser kepada nasabah yang harus melapor
lebih dahulu. Karena itu, penerapan sanksi perlu
disesuaikan agar lebih mencerminkan prinsip keadilan
dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.

Atas dasar temuan tersebut, Pegadaian Digital
Syariah perlu lebih transparan mengenai dasar
perhitungan, tujuan, dan pengelolaan dana denda, serta
memperjelas cara membedakan nasabah yang mampu
tetapi sengaja menunda dari nasabah yang sedang
kesulitan. Pengawasan syariah atas sistem denda otomatis
juga perlu ditingkatkan, dan evaluasi rutin oleh Dewan
Pengawas Syariah terhadap penerapan fatwa pada layanan
keuangan digital menjadi hal yang penting. Dari sisi
nasabah, pemahaman atas hak dan kewajiban dalam akad
serta kedisiplinan membayar angsuran diperlukan agar
terhindar dari sanksi. Adapun bagi penelitian selanjutnya,
studi ini dapat menjadi acuan dalam mengkaji denda,
kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen pada
produk pembiayaan digital.

. Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai penerapan
sanksi keterlambatan pada produk cicil emas di Pegadaian
Digital Syariah menurut Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun
2000, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi
sebagai berikut:

1. Dari pihak PT Pegadaian, khususnya layanan
Pegadaian Digital Syariah, diharapkan dapat
meningkatkan keterbukaan mengenai mekanisme
penetapan denda keterlambatan kepada nasabah,
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terutama mengenai dasar perhitungan denda, tujuan
penerapan denda, serta pengelolaan dana denda agar
sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI
No.17 Tahun 2000.

. Pegadaian Digital Syariah diharapkan mampu
memperjelas cara identifikasi nasabah yang
sebenarnya mampu namun sengaja menunda
pembayaran dibandingkan dengan nasabah yang
tengah menghadapi kesulitan ekonomi atau force
majeure, sehingga penegakan sanksi bisa berlangsung
dengan lebih adil dan sejalan dengan prinsip figh
muamalah.

. Pegadaian  Digital Syariah  diharapkan terus
meningkatkan pengawasan syariah terhadap sistem
digital yang diterapkan, terutama dalam pelaksanaan
denda otomatis pada keterlambatan pembayaran agar
tidak bertentangan dengan regulasi syariah dan tetap
mengedepankan prinsip keadilan bagi pelanggan

. Dewan Pengawas Syariah dan pihak terkait diharapkan
melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap
penerapan fatwa DSN-MUI dalam layanan keuangan
digital, agar praktik operasional lembaga keuangan
syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah.

. Masyarakat atau nasabah diharapkan untuk lebih
memahami hak dan kewajiban dalam akad pembiayaan
syariah, serta meningkatkan disiplin  dalam
melaksanakan pembayaran angsuran agar terhindar
dari sanksi keterlambatan.

. Untuk peneliti berikutnya, studi ini diharapkan menjadi
acuan dalam mengembangkan analisis mengenai
penerapan fatwa DSN-MUI dalam layanan keuangan
digital, terutama yang berkaitan dengan mekanisme



116

denda, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen
dalam produk pembiayaan berbasis teknologi.
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